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WALIKOTA PEKALONGAN 
PROVINS! JAWA TENGAH 

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN 

NOMOR 1 .., TAHUN 2014 

TENTANG 

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG ATAU JASA PADA 
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS KOTA PEKALONGAN 

DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PEKALONGAN, 

Menimbang a. bahwa Puskesmas Kata Pekalongan telah ditetapkan 

Mengingat 

untuk mengelola keuangan dengan Pola Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) 
secara penuh berdasarkan Keputusan Walikota 
Pekalongan Nomor 445/300 Tahun 2013; 

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 
105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), perlu mengatur 
jenjang nilai pengadaan barang/jasa pada Badan 
Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud huruf a. 
guna menjamin ketersediaan barang/jasa yang 
bermutu, proses pengadaan yang sederhana dan cepat 
serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk 
mendukung kelancaran pelayanan BLUD yang 
transparan dan akuntabel; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan 
Peraturan Walikota tentang jenjang nilai pengadaan 
barang atau jasa pada Sadan Layanan Umum Daerah 
Puskesmas Kata Pekalongan; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kata Besar dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, 
Djawa Barat dan Daerah lstimewa Jogjakarta, 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang­
Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 Pembentukan 
Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 551); 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5063); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5589); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 
II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II 
Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkta II Batang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3381); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5340); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4578); 

11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 
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Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah; 

Memperhatikan: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 
2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum Daerah; 

Menetapkan 

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 
tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada 
Sadan Layanan Umum; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WAUKOTA TENTANG JENJANG NILAI 
PENGADAAN BARANG/JASA PADA SADAN LAYANAN UMUM 
DAERAH PUSKESMAS KOTA PEKALONGAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kota Pekalongan. 
2. Walikota adalah Walikota Pekalongan. 
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Pekalongan. 
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan selaku 

Pengguna Anggaran/Barang. 
5. Pemimpin BLUD adalah Kepala Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan 

PPK-BLUD. 
6. Direktur adalah Pemimpin Puskesmas Kota Pekalongan selaku Kuasa 

Pengguna Anggaran. 
7. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan 

penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat 
Daerah atau Pejabat yang disamakan pada lnstitusi Pengguna 
APBD/APBN. 

8. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang ditetapkan oleh 
Pengguna Anggaran untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh 
Kepala Daerah untuk menggunakan APBD. 

9. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUO 
adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas 
berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang 
sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam 
rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan 
bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan 
daerah pada umumnya. 

10. Sadan layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah 
Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja 
Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk 
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan 
barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari 
keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada 
prinsip efisiensi dan produktivitas. 



• 

• 

11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas 
adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional yang merupakan Unit 
Kerja Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan secara 
menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat. 

12. Puskesmas Kota Pekalongan adalah gabungan dari unit Puskesmas di 
Kota Pekalongan yang menerapkan PPK-BLUD. 

13. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD 
pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang 
berlaku umum. 

14. Jenjang Nilai adalah nilai tertentu yang menjadi batas dalam penentuan 
metode pemilihan pengadaan barang/jasa. 

15. Pengguna barang/jasa adalah Pejabat pemegang penggunaan 
Barang/Jasa milik Negara/Daerah pada BLUD. 

16. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan 
yang kegiatan usahanya menyediakan Barang/Pekerjaan 
Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya. 

17. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPKom adalah 
pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan barang/jasa. 

18. Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah Unit organisasi pada BLUD atau 
Unit tersendiri yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD yang ditugaskan 
secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa 
guna keperluan BLUD. 

19. Kelompok Kerja adalah kelompok pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) 
yang para anggotanya memiliki sertifikat keahlian pengadaan 
barang/jasa dan mempunyai tugas melaksanakan pemilihan penyedia 
barang/ konstruksi / jasa konsultasi dan atau jasa lainnya. 

20. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian 
Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. 

BAB II 
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA 

Pasal 2 

(1) Pengadaan barang/jasa pada BLUD meliputi: 
a. barang; 

b. pekerjaan konstruksi; 
c. jasa konsultansi; dan 

d. jasa lainnya. 

{2) Pengadaan barang/jasa pada BLUD dilaksanakan berdasarkan 
ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah, 
kecuali untuk jenjang nilai pengadaan barang/jasa. 

(3) Pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, 
transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek 
bisnis yang sehat. 

(4) Ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan pemimpin BLUD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin 
ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses 
pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan 
dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD. 
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(5) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa yang 
ditetapkan oleh PemImpIn BLUD dan d1setujui oleh Walikota. 

Pasal 3 

(1) BLUD dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa 
pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang umum 
bagi pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (2), apab1la terdapat alasan efektivitas dan/atau 
efisiensi yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD. 

(2} Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1},diberikan terhadap 
pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dan 

a. jasa layanan; 
b. hibah tidak terikat; 
c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan 
d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah . 

(3) Untuk pengadaan barang/jasa lainnya yang sumber dananya berasal 
dari h1bah terikat dapat d1lakukan dengan mengikuti ketentuan 
pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan 
barang/jasa yang berlaku bagi BLUD. 

Pasal 4 

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dalam Pasal 3 dilakukan 
oleh Pejabat Pengadaan atau Kelompok Kerja pada Unit Layanan 
Pengadaan (ULP) yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

Pasal 5 

Pengadaan barang dan atau/jasa sebaga1mana dimaksud dalam Pasal 3, 
diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut: 
a pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 500.000.000,­

(ltma ratus Juta rupiah) dilakukan dengan Metode Pengadaan 
Langsung. 

b. pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp. 500.000.000,-(lima 
ratus juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar 
rupiah) dilakukan dengan metode sebaga1 berikut : 
1. pelelangan sederhana untuk pengadaan barang/jasa lainnya; 
2. pemilihan langsung untuk pengadaan pekerJaan konstruksi; 
3. seleksi sederhana untuk pengadaan jasa konsultasi. 

c. pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp.1.000.000.000,-(satu 
miliar rupiah) dilakukan dengan metode pelelangan umum/seleksi 
umum; 

d. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa 
dengan cara menunJuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 
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BAB Ill 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota 
Pekalongan. 

Ditetapkan di Pekalongan 
pada tanggal 

WAUKOTA PEKALONGAN, 

MOHAMAD BASYIR AHMAD 
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